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Abstract 

This research is aimed at knowing the role of the Earth Tax and Rural and Urban Buildings (UN-P2) 

through its effectiveness and contribution to Regional Original Income (PAD) in Situbondo Regency. 

The study used descriptive quantitative methods. The type of data used is secondary data obtained from 

the Situbondo District Data Center Application. The data used is the target and realization of UN-P2 

acceptance, the realization of PAD receipts in Situbondo Regency during 2018-2020. The results 

showed that the effectiveness of UN-P2 from year to year is still ineffective. While the contribution of 

UN-P2 to PAD is still very lacking every year. So that in the future so that the role of UN-P2 on PAD 

can be optimal, the Situbondo Regency Government needs to explore the potentials in the form of Earth 

Tax objects and Rural and Urban Buildings and conduct intensive tax socialization to improve UN P2 

compliance on time with the appropriate amount . 
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Abstrak 

Untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah, pemerintah 

pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) melalui efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo. Data 

yang digunakan adalah target dan realisasi penerimaan PBB-P2, realisasi penerimaan PAD di Kabupaten 

Situbondo selama tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas PBB-P2 dari tahun 

ke tahun masih tidak efektif. Sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih sangat kurang pada 

setiap tahunnya. Sehingga ke depannya agar peran PBB-P2 terhadap PAD dapat optimal, Pemerintah 

Kabupaten Situbondo perlu menggali potensi-potensi berupa obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaaan dan Perkotaan dan mengadakan sosialisasi perpajakan secara intensif untuk 

meningkatkan kepatuhan PBB P2 tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. 
Kata kunci : Peranan, Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2, PAD 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dikelola langsung oleh pemerintah untuk pengeluaran 

umum serta pembangunan demi memberikan kesejahteraan serta kemakmuran kepada 

rakyatnya. Tidak hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai wewenang untuk memungut 

pajak, akan tetapi pemerintah daerah juga mempunyai wewenang untuk memungut Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah 
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Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. 

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh 

kemampuan bangsa untuk memajukan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan 

pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut 

salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapestasi), yang 

berlangsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 

2013). Menurut Boedijono dkk (2019), pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan 

keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Menurut 

Asmandani dkk (2020) menyatakan bahwa penerimaan terbesar berasal dari pajak. 

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu 

daerah sesuai dengan potensi dan kebijakan  daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

(Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang wewenang pemungutannya diberikan ke pemerintah 

daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya 

keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang 

mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah 

nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan 

ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. PBB memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran 

pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010). 

Sektor penerimaan dari PBB-P2 dialihkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan 

wewenang kepada pemerintah daerah untuk memperluas pajak daerah, menetapkan tarif pajak 

daerah, dan menetapkan fungsi pajak sebagai anggaran daerah. Wewenang perpajakan ini 

diberikan kepada pemerintah daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi suatu daerah. Pemerintah daerah harus 

menetapkan target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu pendapatan potensial daerah, 

namun realisasi yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan target dan rencana yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah.  

Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang 

sudah menerapkan PBB-P2 sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2014. Hal tersebut 

dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

mengelola sendiri PBB-P2. Untuk memaksimalkan penerimaan PAD di Kabupaten Situbondo, 

maka Pemerintah Kabupaten Situbondo harus memiliki strategi untuk merealisasikan target 

PBB-P2 agar sesuai dengan target yang sudah ditentukan.  

Kajian mengenai peranan PBB-P2 terhadap PAD melalui efektivitas penerimaan PBB-

P2 dirasa sangat penting, karena dengan adanya kajian tersebut akan diperoleh gambaran 

seberapa besar efektivitas penerimaan PBB-P2 pada suatu tahun. Selain itu juga untuk 

menegtahui peranan terhadap PAD, perlu dihitung seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-

P2 terhadap PAD. Apabila dirasa kurang maka perlu mencari strategi yang tepat dalam 

menggali potensi yang ada, sehingga penerimaan PBB-P2 memberi kontribusi yang optimal 

bagi PAD di Kabupaten Situbondo. Sejalan dengan hal tersebut, efektivitas penerimaan PBB 

P-2 telah dilakukan kajian. Wicaksono dan Pamungkas (2017) telah menganlisis efektivitas 

PBB P-2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Jember dengan hasil yaitu tingkat efektivitas 
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PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 

2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi 

berada dalam kategori sangat kurang.  

Damaiyanti dan Setiawan (2014) juga telah melakukan analisis tentang efektivitas dan 

kontribusi PBB P-2 terhadap PAD di Kota Denpasar, dengan hasil efektivitas penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan tahun 2009-2013 sangat efektif dengan rata-rata diatas 100%, yaitu 

121,42%. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawah 50%, yaitu 18,62%. Selain itu, Wardani 

dan Fadhlia (2017) dengan hasil yaitu efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya 

dengan rata-rata presentase sebesar 100.10%. Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata 

persentase hanya 2.08%. Dari beberapa peneliti yang telah dijelaskan di atas, maka efektivitas 

PBB P-2 mempengaruhi PAD dan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.  

Adapun Huda dan Wicaksono (2021) meneliti efektivitas dan kontribusi PBB P-2 di 

Kota Yogyakarta dengan hasil penerimaan PBB-P2 mengalami pertumbuhan di setiap 

tahunnya, walaupun target penerimaan di setiap tahunnya selalu sama. Untuk efektivitas, 

menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya berada pada kategori sangat 

efektif, hal ini dikarenakan nilai realisasi selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan. Untuk kontribusi terhadap PAD, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 

berada pada kategori kurang kontribusinya, sehingga untuk ke depannya perlu ditingkatkan lagi 

besaran target dan realisasinya, sehingga menghasilkan kontribusi yang optimal. 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu penelitian saat ini berfokus untuk menganalisis 

peranan PBB P-2 dan mengetahui seberapa efektif penerimaan PBB P-2 terhadap PAD di 

Kabupaten Situbondo selama 3 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui efektivitas dan kontribusinya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situbondo. 
 

KAJIAN PUSTAKA 

Peranan 

Menurut Soekanto (2012) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan.  

Efektivitas  

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil 

tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya.. Efektivitas juga bisa menunjukkan taraf 

tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektiv kalau usaha itu mencapai sudah mencapai tujuan. 

Kontribusi 

Menurut Guritno (1997), Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan 

pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang 

dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan dalam pendapatan asli daerah. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
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usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Objek pajak bumi yang diatur di  dalam  

peraturan  ini  yaitu  terdiri  dari  permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi (Mustofa & Usman, 2021). 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 

kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Wolcott (1987, dikutip dalam Mubarak 

& Sulastri, 2021), menyatakan bahwa factor yang mempengaruhi nilai tanah dan/atau bangunan 

adalah ekonomi, sosial, kebijakan pemerintah, dan fisik. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Warsito (2001:128), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang 

bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli 

daerah lainnya yang sah. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode ini lebih mudah 

menggambarkan objek yang akan diteliti. Objek dari penelitian ini adalah pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Situbondo untuk periode tahun 2018–2020. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh 

dari aplikasi pusat data Kabupaten Situbondo yang berkaitan dengan realisasi penerimaan dan 

target penerimaan PBB-P2, serta realisasi penerimaan PAD. Metode analisis data dilakukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

Efektivitas PBB-P2 

Efektivitas PBB-P2 = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2
𝑋 100% 

Setelah persentase efektivitas diketahui, metode selanjutnya adalah mengukur kriteria 

nilai efektivitasnya. Semakin besar persentase efektivitasnya maka semakin besar hasil yang 

akan dicapai. Dibawah ini merupakan pengukuran kriteria efektivitas :  

Tabel 1. Kriteria Efektivitas 

Tabel Intepretasi Nilai EFektivitas Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang EFektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber : Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 

Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD 

Kemudian, untuk mengukur kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu : 

Kontribusi PBB-P2 = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑋 100% 

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 

0,00-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

Di atas 50% Sangat Baik 

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Situbondo 

Tabel 3. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Situbondo 

Tahun Target Realisasi 

2018 Rp 8.257.140.399 Rp 3.610.995.504 

2019 Rp 8.257.004.550 Rp 8.257.004.550 

2020 Rp 8.301.202.060 Rp 3.288.458.421 

Sumber : Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo (2020) 

Berdasarkan tabel 3 diatas data menunjukan bahwa target penerimaan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kabupaten Situbondo pada tahun 2018-2020 

mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp 8.257.140.399,00 menjadi Rp 

8.301.202.060,00 pada tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2018 menunjukan sebesar Rp 3.610.995.504 mengalami 

kenaikan ke angka Rp 8.257.004.550 pada tahun 2019 lalu pada 2020 mengalami penurunan 

menjadi Rp 3.288.458.421. 

Realisasi PAD Kabupaten Situbondo 

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun Realisasi 

2018 Rp 187.287.219.449 

2019 Rp 204.727.875.621 

2020 Rp 218.842.796.084 

Sumber : Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo (2020) 

Berdasarkan tabel 4 data menunjukan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten 

Situbondo pada tahun 2018 sebesar Rp 187.287.219.449 meningkat signifikan pada tahun 2019 

menjadi Rp 204.727.875.621dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai Rp 

218.842.796.084. 

Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB P2 

Tabel 5. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Situbondo 

Tahun Target Realisasi Efektivitas Kriteria 

2018 Rp 8.257.140.399 Rp 3.610.995.504 43,73% Tidak efektif 

2019 Rp 8.257.004.550 Rp 8.257.004.550 100% Efektif 

2020 Rp 8.301.202.060 Rp 3.288.458.421 39,61% Tidak Efektif 

Sumber : Data diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 5 diatas pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan 

PBB-P2 masih belum tercapai sesuai dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan. Sesuai 

dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, pada tahun 2018 dengan tingkat 

efektivitasnya sebesar 43,73% dan < 60%, maka nilai tersebut termasuk dalam kriteria tidak 

efektif. Pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa target penerimaan sudah tercapai sesuai dengan 

target penerimaan, dan tingkat efektivitasnya sebesar 100%, maka dapat dikatakan efektif 

karena nilainya 90%-100%. Pada tahun 2020 target penerimaan PBB-P2 kembali mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini 
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dengan tingkat efektivitas paling rendah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Dengan 

tingkat efektivitas sebesar 39,61% kriteria efektivitas tersebut termasuk dalam kriteria tidak 

efektif karena sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, nilai 39,61% < 

60%. Penerimaan PBB P-2 terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo 

mengalami penurunan selama 2 tahun yaitu pada tahun 2018 dan 2020 dan dikatakan tidak 

efektif, sedangkan pada tahun 2019 penerimaan PBB P-2 dikatakan efektif dan dapat 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo. 

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo 

Tabel 6. Tingkat Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Situbondo 

Tahun Realisasi PBB-P2 Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 

2018 Rp 3.610.995.504 Rp 187.287.219.449 1,9% Sangat Kurang 

2019 Rp 8.257.004.550 Rp 204.727.875.621 4% Sangat Kurang 

2020 Rp 3.288.458.421 Rp 218.842.796.084 1,5% Sangat Kurang 

Sumber : Data diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 6., diketahui bahwa pada tahun 2018 tingkat kontribusi PBB-P2 

dalam pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,9%. Kriteria kontribusi ini termasuk dalam 

kriteria sangat kurang dalam kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD). Akan 

tetapi tingkat kontribusi pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 

2019 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan dan merupakan tertinggi dalam 

realisasi penerimaan PBB-P2 dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. tingkat 

kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan dibandingkan 

tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 4%. Akan tetapi tingkat kontribusi ini masih termasuk 

dalam kriteria sangat kurang dalam kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD). 

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dan realisasi penerimaan 

pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami peningkatan. Namun, tingkat kontribusi PBB-

P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD) kembali mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 

1,5%. Pada tahun ini pun masih termasuk dalam kategori sangat kurang dalam kontribusi PBB-

P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD). 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektivitas dan 

kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas 

dikategorikan dalam kriteria tidak efektif. Walaupun pada tahun 2019 dalam kriteria efektif 

dikarenakan realisasi penerimaan sesuai dengan target penerimaan yang telah ditentukan. 

Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih dikategorikan dalam kriteria sangat kurang. 

Meskipun pada tahun tahun 2019 ada peningkatan, namun tidak signifikan kontribusinya 

terhadap PAD.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran agar  

Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan terus menggali potensi-potensi berupa obyek 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo, dengan begitu 

akan menambah penerimaan PBB P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan. 
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